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RINGKASAN 

 

Wilayah laut Indonesia yang luasnya mencapai 2/3 dari wilayah daratan 

menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah terutama sumber  daya kelautan, 

yang terdiri atas: kekayaan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan 

kelautan lainnya, yang dapat didaya gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran 

bangsa melalui sedikitnya 11 (sebelas) sektor ekonomi kelautan, yaitu: 1) Perikanan 

tangkap; 2) Perikanan budi daya; 3) Industri pengelolaan hasil perikanan; 4) Industri 

bioteknologi kelautan; 5) Pertambangan dan energi; 6) Pariwisata bahari; 7) Hutan 

mangrove; 8) Perhubungan laut; 9) Sumber daya pulau-pulau kecil; 10) Industri dan 

jasa maritim; dan 11) SDA non konvensional. Potensi nilai total ekonomi kesebelas 

sektor kelautan diperkirakan mencapai USD 500 miliar (4.500 triliyun) per tahun.   

Lautan yang luas dengan kekayaan alam sumber daya laut ini rawan 

terjadinya tindak pidana yang merugikan negara, terutama kegiatan illegal fishing 

yang  menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 (empat) sampai dengan 5 

(lima) milyar (USD/tahun). Setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing 

beroperasi secara illegal di perairan Indonesia, penyelundupan kayu berkisar Rp.6,6 

trilyun per tahun, belum lagi pencemaran laut yang sebenarnya mencapai jarak 

sepanjang 167.000 km. Sehubungan dengan itu, maka upaya penegakan hukum 

dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

sangat dibutuhkan. Untuk itulah kehadiran aparat penegak hukum di laut tidak kalah 

penting dengan uapaya penegakan hukum yang lain. Sebab jika tidak dilakukan 

penegakan hukum secara efekif di wilayah laut, maka di samping akan kehilangan  

kekayaan sumber daya alam laut, juga akan mencederai integritas wilayah negara. 

Penegakan hukum di laut mutlak harus dilakukan, sebab di samping menjaga 

kekayaan alam, juga sekaligus merupakan upaya menjaga kedaulatan negara yang 

harus dipertahankan. 

Dalam rangka penegakan hukum di wilayah lautan, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (POLRI) merupakan ujung tombak dan memegang peranan 

penting dan strategis dalam mengamankan sumber daya alam dan lingkungan 

maritim pada umumnya. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya untuk penegakan hukum di laut, dilakukan oleh Polisi Perairan 

(selanjutnya disingkat Polair) adalah satuan polisi di dalam Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, yang mendukung tugas-tugas kepolisian di wilayah perairan 

(sungai, danau, dan laut). Kesatuan ini berada di bawah Badan Pemeliharaan 

Keamanan (selanjutnya disebut Baharkam) Kepolisian Republik Indonesia. Selain 



x 

 

dalam rangka menjawab tantangan-tantangan ke depan, menghadapi dinamika 

masalah perairan, Polisi Perairan juga mengantisipasi berbagai hal dalam kerangka 

mendukung visi mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim. 

Sat Polair adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada di bawah 

Kapolres Sat Polair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang 

meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat 

pantai dan perairan lainnya, serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di 

perairan (SAR). Sat Polair dipimpin Kasat Polair yang bertanggung jawab kepada 

Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. 

Namun penegakan hukum oleh Sat Polair dirasa belum cukup untuk tugas 

penegakan hukum ini, sehingga dilakukan upaya-upaya lain yang salah satunya  

adalah dengan melakukan revitalisasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (selanjunya 

disebut Bakorkamla) yang sudah ada sebelumnya untuk diatur kembali melalui 

instrument Peraturan Presiden. 

Untuk meningkatkan koordinasi Bakorkamla, maka pada tahun 2003 

Keputusan Menkopolkam Nomor Kep.05/Menko/ Polkam/2/2003, dibentuk 

Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di 

Laut. Pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang menjadi 

dasar hukum organisasi tersebut”. Pembentukan Bakamla diatur dalam Pasal 59 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagai berkut: Dalam 

rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya 

dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan 

Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut (selanjutnya disebut Bakamla) Republik 

Indonesia.  

Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang 

mengkoordinasikannya. Bakamla mempunyai tugas utama untuk melakukan patroli 

keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi 

Indonesia. Namun lembaga ini tidak efektif, sebab di samping hanya merupakan 

lembaga pemerintah non departemen, juga disebabkan dasar pembentukan lemah, 

tidak ada dukungan anggaran resmi, dan bersifat militeristik. Selanjutnya untuk 

menyempurnakan tugas penjagaan wilayah laut maka dilakukan upaya dengan 

memasukkan semua instansi yang terkait dengan bidang kelautan. Selanjutnya 

dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka 

dilakukan perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla, merupakan organisasi yang 

sama sekali baru; sesuai dengan kebutuhan negara kepulauan Indonesia; memiliki 

satu komando dengan multi fungsi keamanan laut, penegakan hukum sumber daya 
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kelautan dan perikanan, pelayaran, kepabeanan, konstruksi, SAR, dan lain 

sebagainya; dan wilayah kerja meliputi seluruh perairan teritorial, kepulauan, dan 

perairan pedalaman. Struktur organisasi Bakamla merupakan badan atau lembaga 

yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.   

 Sehubungan dengan dibentuknya Bakamla, maka saat ini terdapat dua 

instansi yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, yaitu Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (POLRI), dan TNI Angkatan Laut, yang kewenangannya 

diatur dalam Pasal 16 UU Kepolisian untuk POLRI, dan Pasal 4 Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut untuk 

TNI Angkatan Laut. Secara normatif  faktual, kewenangan kedua lembaga tersebut 

saling tumpang tindih, sehingga adakalanya terjadi konflik kewenangan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perairan wilayah hukum Republik 

Indonesia. 

Terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian Perairan (Polair) dan 

Bakamla di wilayah lautan didasari oleh alasan bahwa, Bakamla merasa berwenang 

melakukan penyidikan tindak pidana di perairan wilayah Republik Indonesia, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 

“penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia". Sementara itu, Bakamla sendiri juga merasa memiliki kewenangan 

melakukan penegakan hukum di wilayah laut, terkait dengan tindak pidana di 

perairan laut Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dipaparkan di 

atas, maka dalam penelitian disertasi ini dikemukakan permasalahan sebagaiberikut: 

1) Bagaimana prinsip pengaturan kewenangan penyidikan antara Polair dan 

Bakamla dalam illegal fishing?; 2) Mengapa diperlukan rekonstruksi pengaturan 

kewenangan penyidikan Polair dan Bakamla dalam illegal fishng berbasis keadilan? 

Selanjutnya tujuan yang akan dicapai dalam penelitian disertasi ini adalah: 1) Untuk 

mengnalisis dan menemukan prinsip kewenangan penyidikan antara Polair dan 

Bakamla dalam illegal fishing; dan 2) untuk menganalisis dan menemukan 

rekonstruksi pengaturan kewenangan penyidikan antara Polair dengan Bakamla 

dalam illegal fishing berbasis keadilan. 

Untuk menganalisis permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini 

selanjutnya digunakan beberapa teori, yaitu: Teori Negara hukum, Teori Tujuan 

Hukum, dan juga Teori Kewenangan. Di samping itu, juga digunakan konsep, yaitu 

konsep illegal fishing, Zona Ekonomic Eksklusif, Sistem Penegakan Hukum di Laut.  
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Sehubungan dengan jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normative, maka untuk memperoleh bahan hukum untuk menganalisis permasalahan 

digunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan masalah yang 

terdiri pendekatan undang-undang (statute approach), penedakatan konseptual 

(conceptual approach), pendekatan filsafat (philosophy approach), pendekatan 

kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum 

didahului dengan mengumpulkan bahan hukum melalui telaah pusata, pencatatan, 

pemilihan dan pemilihan bahan hukum sesuai sifat bahan hukumnya, dengan 

Analisis yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah analisis yuridis 

normatif, yaitu analisis yang mendasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum 

(legal reasoning), interpretasi hukum (legal interpretation), dan argumentasi hukum 

(legal argumen tation) secara runtut dan runtun. 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, maka hasil analisis 

permasalahan dalam penelitian disertasi ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

Pengaturan kewenangan penyidkan tindak pidana illegal fishing di perairan laut 

Indonesia terjadi tumpang tindih (overlapping) antara TNI Angkatan Laut dengan 

Bakamla. Dalam penyidikan Illegal Fishing didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat 

(1) UU Perikanan. Sedangkan kewenangan Bakamla melakukan penyidikan tindak 

pidana illegal fishing didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 

Tentang Kelautan Jo. Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla. 

Dalam hal ini Bakamla menggantikan Bakorkamla. Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2005 Tentang Bakorkamla. Selanjutnya kewenangan dari Bakamla tertuang 

dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla, 

melakukan pengejaran seketika (hot persuit); memberhentikan, memeriksa, 

menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang 

untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem 

informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah 

yurisdiksi Indonesia. 

Perlunya dilakukan rekonstruksi terhadap Penyelidikan oleh Bakamla terkait 

dengan tindak pidana illegal fishing merupakan kegiatan yang terpisah dengan 

kegitan penyidikan, karena kewenangan Bakmla sesunggungnya merupakan badan 

yang berfungsi untuk mejaga keamanan wilayah laut, sehingga kemungkinan 

penangkapan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing tidak diterima atau 

ditolak oleh penyidik, dengan alasan tidak cukup bukti melakukan tindak pidana. 

Sebagaimana diketahui, bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan, 

menentukan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan di wilayah 

pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 
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Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut dan/atau Pejabat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut menentukan bahwa: Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, 

kewenangan Bakamla hanya sebatas: a). melakukan pengejaran seketika; b) 

memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke 

instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c) 

mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan 

Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. 

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis tersebut, disarankan agar tumpang 

tindih kewenangan antara Polair dengan Bakamla dalam penegakan hukum di laut 

segera diakhiri dengan memberikan tugas dan wewenang yang jelas kepada 

Bakamla, denga merekonstruksi pengaturan kewenangan Bakamla dengan 

menambahkan satu kewenangan lagi dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yaitu “melakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kelautan”. 
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ABSTRACT 
 

         The vastness of the Indonesian sea resources, which reach two-thirds of the 

land area with abundant natural resources, creates vulnerability to criminal acts in 

the sea, especially illegal fishing, which is very detrimental to the state. For this 

reason, law enforcement efforts are needed in the territorial waters of the sea. So far, 

law enforcement has been carried out by the Indonesian Navy together with 

Bakamla, which replaced Bakorkamla, because it was deemed ineffective. However, 

in practice there was an overlap of authority between Bakamla and Polair, because 

Bakamla also carried out law enforcement in marine waters. 

In the dissertation research the problem is formulated as follows: 1) What are 

the principles of regulating the authority of the investigation between Polair and 

Bakamla in illegal fishing ?; 2) Why is it necessary to reconstruct the arrangements 

for the authority of Polair and Bakamla investigations in justice-based illegal 

fishing? To analyze the problems formulated in this study, theories were then used, 

namely: the rule of law theory, the purpose of law theory, and also the authority 

theory. In addition, concepts are also used, namely the concept of illegal fishing, the 

Exclusive Economic Zone, the Law Enforcement System in the Sea. The research 

method used is a normative legal research method. 

The regulation of the authority to investigate criminal acts of illegal fishing in 

Indonesian sea waters has been overlapping between the Polair and Bakamla. 

Because Bakamla is also authorized to carry out poor hot suit; dismiss, inspect, 

arrest, carry and deliver the ship to the relevant agency authorized to carry out 

further legal proceedings; and integrating the security and safety information system 

in the territorial waters of Indonesia and Indonesia's jurisdiction, but the authority is 

very weak because the legal basis is not strong. 

In connection with that, it is necessary to reconstruct Bakamla's authority 

related to the crime of illegal fishing by reconstructing Bakamla's authority 

arrangements by adding one more authority in Article 4 paragraph (1) of the 

Presidential Regulation Number 178 of 2014 concerning the Maritime Security 

Agency, namely "conducting investigations into acts criminal related to maritime 

affairs". 

 

Key Words: Ilegal Fishing, Law Enforcement, Authority, Overlapping, Recons 

truction, 
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